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PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA 

NOMOR 35 TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  

TAHUN 2011 - 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

Menimbang :   a.  bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati 

Kutai Kartanegara Tahun 2011 – 2015 yang termuat dalam 

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 – 2015 
diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk 

mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun 

perencanaannya; 

 
b.  bahwa   dalam   rangka   melaksanakan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M 

PAN/1112008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator 
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus 

menetapkan indikator kinerja utama; 
 

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara Tahun 2011 - 2015; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820);  

 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dua kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/9/M.PAN/512007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 
 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/20/M.PAN/1112008 tentang Petunjuk 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

 
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara; 

 
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 

Kabupaten Kutai Kartanegara; 
 

14. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-

2015 Kabupaten Kutai Kartanegara; 

 

15. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010  tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA 

UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 
2011–2015. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 
1. Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai  Kartanegara 

Tahun 2011 – 2015 adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang 

berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2011 – 

2015 yang merupakan penjabaran dari target kinerja 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kutai  Kartanegara Tahun 2011 – 2015. 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 

selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

 

 
BAB II 

PELAKSANAAN 

 
Pasal 2 

 

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai  Kartanegara 

Tahun 2011 – 2015 merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

 

 

Pasal 3 
 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 
merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya, 
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wajb mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Kutai  Kartanegara Tahun 2011 – 2015 yang diatur dalam 
Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

PENUTUPAN 
 

Pasal 4 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 
 

 

Ditetapkan di Tenggarong 
pada tanggal 17 Juli 2013 

 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA 

 
 

 

            RITA WIDYASARI  
 

Diundangkan di Tenggarong 

pada tanggal 18 Juli 2013 
 

         SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

     Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si 

NIP. 196503021994031011 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013 

NOMOR 35 

 

TELAH DIKOREKSI OLEH 

NO NAMA JABATAN PARAF 

1. Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si Sekretaris Daerah  

2. H. CHAIRIL  ANWAR, SH, M.Hum Assisten Pemerintahan Umum & Hukum  

3. ROKMAN TORANG, SH, MH Kepala Bagian Administrasi Hukum  

4. MELTRIN PETULA SIBARANI, SH, MH Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan  

 


